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RINGKASAN 

 

Pilkada Serentak Nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

mengakibatkan berakhirnya masa jabatan 271 Kepala Daerah definitif pada rentang 

tahun 2022-2023, jauh sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 

2024. Kekosongan tersebut diisi melalui pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah 

oleh Presiden untuk tingkat provinsi dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk tingkat 

kabupaten/kota berdasarkan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 

Penjabat Kepala Daerah/Bupati memiliki kewenangan yang dibatasi oleh Pasal 65 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, yang melarang Penjabat 

melakukan empat jenis tindakan yaitu mutasi pegawai, pembatalan atau penerbitan 

perizinan yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya, kebijakan pemekaran 

daerah yang bertentangan, dan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya, kecuali setelah memperoleh 

persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan 

mengenai proporsionalitas pembatasan kewenangan tersebut dan implikasinya 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama mengingat durasi masa 

jabatan Penjabat yang berlangsung satu hingga dua tahun. 

 

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan: pertama, bagaimanakah hubungan 

kewenangan antara Pejabat Kepala Daerah/Bupati dengan Pemerintah Pusat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan kedua, bagaimanakah implikasi 

pembatasan kewenangan tersebut terhadap implementasi kebijakan daerah. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan hukum, 

menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan 

putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan 

hasil penelitian terdahulu. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kewenangan antara Penjabat 

Bupati dengan Pemerintah Pusat bercorak hierarkis-administratif yang asimetris, 

dengan karakter yang lebih mendekati agency model dibandingkan partnership 

model dalam kerangka Kavanagh, karena Penjabat Bupati hanya memiliki 

legitimasi tunggal birokratis-administratif tanpa legitimasi elektoral sebagaimana 

Bupati definitif. Pola pertanggungjawaban Penjabat Bupati bersifat tunggal-vertikal 

kepada Pemerintah Pusat tanpa diimbangi akuntabilitas horizontal dari DPRD 

maupun masyarakat. Pengawasan berlapis tiga yang berlaku meliputi pengawasan 

represif yang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 kini 
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hanya mencakup Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, 

pengawasan preventif melalui Pasal 132A, serta instrumen kuasi-regulasi berupa 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Perbandingan dengan sistem Filipina 

berdasarkan Local Government Code of 1991 menunjukkan bahwa pola sentralisasi 

ini bukan keniscayaan negara kesatuan, melainkan pilihan kebijakan yang dapat 

dirancang berbeda. 

 

Pada bidang kepegawaian, dinamika Surat Edaran yang berubah-ubah 

membuktikan bahwa batas kewenangan Penjabat Bupati tidak ditentukan oleh 

norma yang stabil melainkan oleh kebijakan administratif yang bersifat kasuistis. 

Dampaknya antara lain tertundanya pelantikan tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama hasil seleksi terbuka di Pemerintah Kota Makassar. Ketidakjelasan frasa 

"bertentangan dengan kebijakan sebelumnya" dalam Pasal 132A menciptakan zona 

abu-abu interpretatif yang mendorong kehati-hatian birokratis berlebihan dan 

berdampak pada iklim investasi daerah. Temuan paling signifikan adalah bahwa 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021 paragraf [3.14.3] 

telah merekomendasikan pemberian kewenangan penuh kepada Penjabat Kepala 

Daerah setara dengan Kepala Daerah definitif sejak April 2022, namun 

rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti secara substantif oleh pembentuk 

peraturan, sebagaimana terbukti dari kontradiksi normatif dalam Pasal 15 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, tesis ini menyimpulkan bahwa hubungan kewenangan 

antara Pejabat Kepala Daerah/Bupati dengan Pemerintah Pusat bersifat hierarkis-

administratif asimetris dan cenderung sentralistik, serta pembatasan kewenangan 

yang berlaku tidak proporsional dengan durasi dan skala kepemimpinan Penjabat 

yang sesungguhnya, sehingga menimbulkan hambatan konkret dalam implementasi 

kebijakan daerah dan kesenjangan regulasi (regulatory gap) yang mendesak untuk 

diperbaiki. Penelitian ini merekomendasikan revisi substantif terhadap Pasal 132A 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 4 Tahun 2023, penghentian praktik pengaturan kewenangan substantif 

Penjabat melalui Surat Edaran, serta penyusunan mekanisme percepatan judicial 

review oleh Mahkamah Agung dan pengaturan kewenangan Penjabat yang 

proporsional dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-

XXII/2024 mengenai pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai 

siklus 2029-2031. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Penjabat Kepala Daerah, kewenangan, hubungan pusat dan 

daerah, otonomi daerah, Penjabat Bupati. 

 

Pilkada serentak nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

menimbulkan kekosongan jabatan Kepala Daerah berskala besar dan berjangka 

panjang, karena 271 Kepala Daerah definitif berakhir masa jabatannya pada 2022-

2023, jauh sebelum Pilkada Serentak 27 November 2024. Kekosongan ini diisi 

Penjabat Kepala Daerah yang kewenangannya dibatasi Pasal 65 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 

2008, suatu pembatasan yang semula dirancang untuk konteks kasuistis-jangka 

pendek tahun 2008, namun diterapkan pada konteks masif-jangka panjang 2022-

2024, sehingga menimbulkan persoalan proporsionalitas. Tesis ini mengkaji 

hubungan kewenangan Pejabat Kepala Daerah/Bupati dengan Pemerintah Pusat 

dan implikasinya terhadap implementasi kebijakan daerah, melalui penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan 

perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan hubungan kewenangan 

bercorak hierarkis-administratif asimetris, di mana legitimasi tunggal birokratis 

Penjabat Bupati berbeda dari legitimasi ganda Bupati definitif, menciptakan relasi 

prinsipal-agen dan pengawasan berlapis tiga, lebih mendekati agency model 

dibanding partnership model Kavanagh, diperkuat perbandingan dengan Filipina. 

Pembatasan kewenangan menghambat implementasi kebijakan kepegawaian dan 

perizinan, menciptakan zona abu-abu interpretatif yang melanggar asas kepastian 

hukum. Temuan utama: Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 67/PUU-

XIX/2021 telah menilai pembatasan ini tidak proporsional dan merekomendasikan 

kewenangan penuh setara Kepala Daerah definitif sejak 2022, namun belum 

ditindaklanjuti, sebagaimana terlihat dari kontradiksi Pasal 15 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Penelitian merekomendasikan revisi 

substantif Pasal 132A dan penghentian pengaturan kewenangan melalui Surat 

Edaran. 
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ABSTRACT 

 

 

Keywords: Acting Regional Head, authority, central-local government relations, 

regional autonomy, Acting Regent. 

 

 

The nationally simultaneous regional elections under Law Number 10 of 2016 

created large-scale, long-term vacancies in regional head positions, as 271 

incumbent regional heads completed their terms in 2022-2023, well before the 

elections held on 27 November 2024. These vacancies were filled by Acting 

Regional Heads, whose authority is restricted under Article 65 paragraph (2) of 

Law Number 23 of 2014 and Article 132A of Government Regulation Number 6 of 

2005 as amended by Government Regulation Number 49 of 2008, restrictions 

originally designed in 2008 for short-term, case-by-case vacancies yet applied to 

the massive, long-term vacancies of 2022-2024, raising questions of 

proportionality. This thesis examines the authority relationship between Acting 

Regional Heads/Regents and the Central Government and its implications for 

regional policy implementation, through normative legal research using statutory, 

conceptual, historical, and comparative approaches. The findings show an 

asymmetrical, hierarchical-administrative authority relationship: the sole 

bureaucratic legitimacy of Acting Regents differs from the dual legitimacy of 

incumbent Regents, producing a principal-agent relationship and triple-layered 

supervision that more closely approximates Kavanagh’s agency model than 

partnership model, reinforced by comparison with the Philippines. Authority 

restrictions hinder personnel and licensing policy implementation, creating an 

interpretive grey zone contrary to the principle of legal certainty. The key finding 

is that the Constitutional Court, through Decision Number 67/PUU-XIX/2021, 

deemed these restrictions disproportionate and recommended full authority equal 

to incumbent Regional Heads since 2022, a recommendation left unaddressed, as 

shown by the contradiction in Article 15 of Minister of Home Affairs Regulation 

Number 4 of 2023. The research recommends substantive revision of Article 132A 

and ending the regulation of authority through non-binding Circular Letters. 
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